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BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Anggaran Alokasi
Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017
yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah
Perubahan APBD TA. 2017, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2017
tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana
Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun Anggaran 2017;

b.. bahwa dengan telah adanya penjelasan tentang
Keputusan Tata Usaha Negara dalam administrasi
Pemerintahan, Keuangan dan Kepegawaian yang telah
diterbitkan oleh Sdr. H. Suparman, S.Sos., M.Si
selaku/ Bupati Rokan Hulu terhitung sejak tanggal 8
November 2017 batal demi hukum berdasarkan Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor 182/1078/OTDA tanggal
8 Februari 2018 perihal penjelasan, maka perlu
dilakukan penyesuaian kembali dari sisi otorisasinya,
sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 67
Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang
Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa
kepada setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun
Anggaran 2017 perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor -
16 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian dan
Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2017.



-,

Mengingat

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang:-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47
Tahun |2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun | 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093);






